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Abstrak 

Pengabdian ini bertujuan agar sistem yang digunakan pada proses 

pencatatan data pajak bumi bangunan lebih efisien dan meningkatkan akurasi 

data iuran pajak di kelurahan Tanamodindi, Kota Palu, Sulawesi Tengah. 
Sosialisasi direalisasikan dengan melakukan perencanaan bersama aparat 

kelurahan, dimulai dari diskusi yang membahas  terkait kendala pada pengelolaan 

data iuran wajib pajak hingga dilaksanakannya proses pembinaan yang lebih 

mendalam soal proses penginputan data iuran wajib pajak dengan harapan dapat 
meminimalisir kekeliruan penginputan yang seringkali terjadi. Melalui sosialisasi 

ini, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman pada sistem pengelolaan dan 

akurasi data yang lebih mempermudah aparat kelurahan sesuai dengan 
pengklasifikasian wajib pajak. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi pemerintah dalam mewujudkan sistem tata kelola 

dengan data yang lebih akurat. 

Kata Kunci: Sosialisasi, Pajak Bumi Bangunan, Wajib Pajak 

 

Abstract 

This service aims to make the system used in the process of recording land and 

building tax data more efficient and increase the accuracy of tax contribution 

data in Tanamodindi Village, Palu City, Central Sulawesi. The socialization was 

realized by conducting joint planning with village officials, starting from 
discussions that discussed obstacles in managing taxpayer contribution data to 

implementing a more in-depth coaching process regarding the process of 

inputting taxpayer contribution data with the hope of minimizing input errors that 

often occur. Through this socialization, it is hoped that there will be an increase in 
understanding of the management system and data accuracy that will make it 

easier for village officials according to the classification of taxpayers. Thus, this 

article is expected to provide benefits to the government in realizing a governance 
system with more accurate data. 

Keywords: Socialization, Land and Building Tax, Taxpayers 
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PENDAHULUAN 

 

Kualitas perencanaan pembangunan sangat didukung oleh tersedianya data dan 

informasi mengenai sumber daya pendukung pembangunan, seperti sumber daya 

manusia, sumber daya alam, sumber daya energi yang ada dan berbagai isu yang 

dapat dimasukkan dalam agenda pembangunan dan proses perencanaan secara 

strategis. Keputusan strategis yang dimaksud adalah strategi untuk memperbaiki 

keadaan atau menyesuaikan dengan kondisi kelembagaan melalui penciptaan peluang 

baru atau ide-ide inovatif (Zahara et al., 2023). Hal ini biasanya muncul dari 

penemuan faktor-faktor tertentu, termasuk juga adanya indikasi berupa tekanan, 

peluang, dan rasionalisasi, yang mempengaruhi pengambilan keputusan proses baik 

secara individu ataupun kelompok (Masdar et al., 2024). Proses pengambilan 

keputusan adalah salah satu tahap mempertimbangkan semua faktor dan 

meningkatkan koordinasi dengan semua entitas agar dapat meningkatkan kinerja 

(Muslimin et al., 2015). Instansi pemerintah harus dapat beroperasi secara fleksibel 

untuk memanfaatkan keuntungan dan memperluas cakupan efisiensinya (Zahra et al., 

2021). Tidak hanya dikenal sebagai dasar untuk pembangunan yang stabil, tetapi juga 

merupakan sumber untuk menjaga sifat kompetitif dari suatu organisasi yang 

merupakan keuntungan bagi organisasi termasuk instansi pemerintah(Kornelius, 

2023). Sinergisme akan tercermin melalui kemampuan lulusan dalam kecepatan 

menemukan solusi atas persoalan yang dihadapinya (Kornelius et al., 2024.). 

Terkait pentingnya dengan sumber pendapatan negara, yaitu pajak, investasi 

asing, atau sumber pendapatan baru yang dapat timbul sebagai solusi atau bahkan 

ancaman jika tidak di maknai dengan baik (Seputra, 2020). Menjawab tantangan 

tersebut jika terjadi perubahan, sebuah lembaga tidak punya pilihan dan tetap 

bertahan kompetitif, seperti yang dijelaskan oleh (Harto et al., 2020) terkait 

manajemen pengetahuan yang berasumsi bahwa keunggulan kompetitif dapat 

didukung oleh kepemilikan Intelectual Capital seiring dengan perkembangan zaman. 

Kemungkinan kegagalan yang tinggi memberi ruang bagi seorang pemimpin dan 



karyawan untuk memikirkan mekanisme yang sesuai dalam pengelolaan sebuah 

lembaga sehingga dapat menerapkan dan mengelola perubahan yang 

diinginkan(Adda et al., 2019). Sejalan dengan hal tersebut, maka implementasi 

kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara 

struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan 

daerah(Poigi, 2024). 

Terjaminnya pemerintahan yang baik dan berwibawa merupakan syarat era 

reformasi dalam mengemban tugas menyejahterakan rakyat. Oleh karena itu, 

pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan alat 

administratif untuk memantau pelaksanaan kekuasaan pemerintahan berdasarkan 

hukum administrasi negara melalui lembaga formal dan informal (J. Sahetapy, 2022). 

E-Government dapat menjamin demokrasi yang inklusif. Tata kelola administratif 

berlangsung dalam bentuk sistem informasi pemerintahan (SIP) yang terhubung 

dengan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun swasta, akademisi, 

sosial, pembangunan, dll, dan banyak pemangku kepentingan ikut terlibat dalam 

proses perencanaan sistem informasi tersebut(Seputra, 2020). E-Government 

dipandang sebagai salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan 

pemerintahan yang baik, di sisi lain dengan penerapan tata kelola TI yang terdiri dari 

pemanfaatan informasi dan teknologi dapat meningkatkan layanan publik yang 

berkualitas, mudah, cepat, terjangkau, dan terukur. Salah satu implementasi e-

Government adalah e- procurement. Hal ini diharapkan menjadi sistem yang dinilai 

lebih efisien dan terbuka untuk menyempurnakan sistem pengadaan manual 

(Samsudin & Muslihudin, 2018). 

Setiap organisasi harus terus berinovasi agar tetap hidup dan berkembang 

dalam lingkungan yang dinamis dan semakin maju ini, termasuk organisasi nirlaba 

seperti pemerintah. Organisasi pemerintah dihadapkan pada sikap kritis masyarakat 

yang semakin meningkat, sehingga perilaku inovatif selalu diperlukan (Widasti & 

Mursid, 2022). Era yang dipengaruhi oleh berbagai hal yang menyebabkan terjadinya 

berbagai disrupsi, yaitu millennial storm revolusi industri 4.0. Persepsi yang baik 



akan mendorong masyarakat untuk meningkatkan dukungan kepada pemerintah 

daerah sebagai aspek terpenting dari modal sosial termasuk dukungan dalam 

pembayaran pajak. Perihal pembiayaan kegiatan pembangunan nasional, menggali 

sumber dana dalam negeri adalah salah satu cara untuk mendapatkan dana contohnya 

dari tanggung jawab masyarakat seperti pajak, retribusi, dan lainnya yang didasari 

dengan undang-undang. Berdasarkan konteks legitimasi, birokrasi dapat merespon 

tuntutan akuntabilitas dan transparansi dengan memperoleh opini audit yang positif 

dan kemudian secara taktis meningkatkan kinerja penerimaan pajak daerah. 

Diharapkan pajak dan retribusi daerah yang merupakan bagian dari pendapatan asli 

daerah akan membantu membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 

daerah untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat(Afandi & 

Warijo, 2015). 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber yang dimiliki dan 

dikelola oleh pemerintah daerah. Ini adalah pendapatan yang diperoleh dari 

pemungutan pajak kepada wajib pajak yang diatur secara hukum. Pajak Bumi dan 

Bangunan, yang didefinisikan sebagai pajak kebendaan menurut Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 1985 adalah salah satu pajak yang termasuk dalam PAD. Artinya, 

besarnya tanggungan pajak tidak ditentukan oleh keadaan subjek (pelaku wajib 

pajak), tetapi oleh keadaan objek, yaitu tanah atau bangunan (Putri et al., 2022). 

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan oleh pemerintah 

kepada wajib pajak atas properti dan bangunan yang ada di atasnya dengan yang nilai 

lebih besar daripada NJOPTKP (Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak). Untuk 

melakukan kegiatan pembangunan, pemerintah Indonesia tentu memerlukan dana. 

Salah satu cara untuk mendapatkan dana adalah melalui pungutan pajak (Hidayat & 

Wati, 2022). 

Peningkatan pajak daerah dapat mendukung pengeluaran pemerintah daerah 

untuk pembangunan daerah (Kahar et al., 2023). Penerimaan dari sektor Pajak Bumi 

dan Bangunan menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk 

memungutnya, sebagai Pendapatan Asli Daerah dan merupakan sumber dana bagi 



pelaksanaan pembangunan di Daerah. Peningkatan pendapatan asli daerah khususnya 

dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan dapat ditunjang oleh adanya kerja sama dari 

segenap aparatur pelaksana dan masyarakat dalam unsur yang strategis(Afandi & 

Warijo, 2015). Kebijakan dan strategi pemerintah yang dimaksudkan meliputi 

perencanaan sumber daya keuangan, pemberdayaan dan melibatkan pemangku 

kepentingan yang kolaboratif, dan memperkuat sistem tata kelola yang integratif 

mendukung pencapaian akuntabilitas di tingkat lokal(Furqan et al., 2023). Secara 

legitimitas, sistem pengelolaan pajak bumi bangunan pada kelurahan Tanamodindi 

yang telah disepakati sedari awal ialah menggunakan pencatatan manual dengan dua 

tahapan yaitu pencatatan pada lembar SPPT dan dilanjutkan dengan penginputan 

pada buku dengan format DHKP. Namun kedua tahapan ini dianggap terlalu menyita 

waktu karena dilakukan berulang namun tidak menjamin akurasi data yang dikelola. 

Teknologi komputasi adalah suatu sistem yang terdiri dari orang, peralatan, 

analisis, evaluasi, dan penyebaran informasi untuk membantu pengambilan 

keputusan(Soerjono, 2023). Pemanfaatan teknologi pemerintah juga diterapkan di 

bidang pajak diantarnya website www.pajak.go.id sebagai tempat pengaduan 

pelayanan pajak kendaraan.  

Perkembangan teknologi juga berdampak langsung kepada kegiatan 

administrasi kantor di lembaga pemerintahan, karena teknologi selalu berubah dan 

bahkan revolusioner, kantor harus terus beradaptasi dan menggunakannya. Pelayanan 

publik harus mampu memberikan pelayanan yang prima karena tuntutan dari 

masyarakat yang menginginkan pelayanan harus bisa secara cepat, efektif dan 

efisien(Wiranti & Frinaldi, 2023). Sebelum adanya kemajuan perangkat seperti 

komputer, sangat sulit bagi sebuah institusi untuk mengumpulkan data dan 

menyimpannya. Saat ini dengan begitu banyak dominasi penggunaan komputer, 

institut dan peneliti pun dapat membuktikan fungsi sesungguhnya dari perkembangan 

TI sampai saat ini(Pasaribu et al., 2021). Hadirnya teknologi internet dengan berbagai 

aplikasinya telah memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia karena 

pekerjaan yang lama itu tidak diperlukan lagi. Penyedia layanan online penting untuk 



terus meningkatkan kualitas layanan online (e-service quality) yang mereka tawarkan 

sebagai penunjang kualitas yang diharapkan (Muzakir et al., 2021).  

Pengelolaan administrasi pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), 

merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung kelancaran pembangunan dan 

pelayanan publik di tingkat kelurahan. Ketelitian dalam pencatatan serta 

pemutakhiran data PBB sangat menentukan validitas informasi dan efektivitas 

penarikan pajak. Namun, dalam praktiknya, masih banyak kelurahan yang 

menghadapi tantangan dalam hal ini, salah satunya adalah Kelurahan Tanamodindi. 

Berdasarkan hasil observasi dan komunikasi awal dengan pihak kelurahan, diketahui 

bahwa pengelolaan data iuran PBB di Kelurahan Tanamodindi masih mengalami 

berbagai kendala. Salah satu permasalahan utamanya adalah kurangnya ketelitian 

dalam pencatatan data PBB, yang berpotensi menimbulkan kekeliruan dalam 

penagihan serta pelaporan. Selain itu, meskipun telah tersedia sistem digital berbasis 

aplikasi untuk pengelolaan PBB, pemanfaatannya belum optimal karena minimnya 

pemahaman staf kelurahan terhadap sistem tersebut. Menanggapi permasalahan 

tersebut, Program Kelurahan Cinta Statistik (Kelurahan Cantik) Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Tadulako melaksanakan kegiatan sosialisasi dan 

pendampingan terkait pengelolaan data iuran PBB secara digital. Kegiatan ini 

ditujukan kepada staf keuangan Kelurahan Tanamodindi sebagai mitra sasaran. 

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan 

kapasitas mereka dalam melakukan pencatatan dan pengelolaan PBB secara akurat 

dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital yang telah tersedia agar dapat 

meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak. 

 

METODE 

Proses realisasi pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan ini dilaksanakan 

di Kelurahan Tanamodindi, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi Tengah. 



Pemberdayaan sumber daya manusia merupakan salah satu upaya yang wajib 

dilakukan bagi terciptanya sumber daya manusia  yang berkualitas, memiliki 

kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan 

teknologi serta kemampuan manajemen (Lahandu et al., 2024). Adapun untuk 

pelaksanaan yang digunakan yaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan metode partisipatory dimana menurut (Junaedi, 2017) bahwa penelitian 

tindakan partisipatif merupakan bagian dari penelitian tindakan yang mengumpulkan 

dan menganalisis data secara sistematis untuk tujuan mengambil tindakan dan 

membuat perubahan dengan menghasilkan pengetahuan praktis. Sehingga dengan 

demikian, Metode Participatory Action Research (PAR) adalah metode riset yang 

dilaksanakan secara partisipatif di antara tenaga administrasi dalam suatu komunitas 

dimana diberikan wawasan untuk mendorong terjadinya aksi – aksi transformatif. 

Untuk mengumpulkan data lapangan dan menganalisisnya, metode PAR 

dilaksanakan dengan beberapa tahapan sederhana salah satunya yaitu berbagi cerita 

(sharing), wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (Focus Group 

Duscussion/FGD)(Risnawati et al., 2022). 

Adapun beberapa tahap yang sudah diterapkan terkait pengelolaan sistem iuran 

pajak bumi bangunan kelurahan Tanamodindi ialah, (1) Perancangan, (2) 

Pendefinisian, (3) Pengelolaan, (4) Pemutakhiran. 

1. Perancangan 

Pada tahap awal, dibutuhkan modulasi perencanaan yang menunjang alur 

pengelolaan berbasis aplikasi pada iuran pajak bumi bangunan dan dapat dipastikan 

bekerja sebagaimana fungsi yang diharapkan. Terkait aplikasi yang dimaksud, 

fasilitator bersama dengan pihak kelurahan memperoleh dukungan dari pihak Badan 

Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palu yang mana telah meluncurkan aplikasi 

Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik Kota Palu (SIPABETA). Aplikasi tersebut 

bertujuan untuk mempermudah masyarakat kota Palu dalam pengurusan Pajak Bumi 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 

Gambar 1 menunjukkan format tampilan aplikasi Sipabeta dalam proses data 

iuran wajib pajak PBB. 

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari proses pengelolaan 

pajak bumi dan bangunan yang telah berjalan. Hal ini mencakup penerimaan data 

wajib pajak dari kecamatan hingga proses pelaporan. Langkah tersebut di lakukan 

untuk dapat mengumpulkan data secara komprehensif dan menghasilkan data yang 

relevan. Hal ini akan membantu dalam memahami permasalahan yang ada dan 

mencari solusi yang sesuai untuk pembangunan sistem informasi pengelolaan pajak 

bumi dan bangunan di Kelurahan Tanamodindi. 

2. Pendefinisian 

Tahap selanjutnya yaitu fasilitator mampu mengkonsepkan kegunaan 

digitalisasi aplikasi yang diterapkan pada pengelolaan pajak bumi bangunan kepada 

aparatur kelurahan tanamodindi sebagai penanggung jawab resmi sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsi nya. Prosedur ini mencakup alur koordinasi, pembagian 

tugas, serta mekanisme pemutakhiran data PBB yang melibatkan Bapenda, 

kecamatan, dan kelurahan. 



3. Pengelolaan 

Masuk pada bagian terpenting ialah tahapan pengelolaan data pada aplikasi 

tersebut yang tentu menjadi jantung informasi kepada elemen yang terhubung agar 

tidak terjadi kekeliruan data seperti pada pencatatan manual. Maka dari itu, dalam 

tahapan ini digunakan sistem berbasis aplikasi dalam pengelolaan data untuk 

menunjang pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan di kelurahan Tanamodindi 

dengan tujuan untuk menyelaraskan data yang di catat secara manual sebagai arsipan 

untuk kelurahan dan data yang di salin dalam bentuk ms. Excel. Pihak fasilitator 

melakukan rapat koordinasi untuk menyampaikan target, jadwal, dan teknis 

pemantauan kepada pihak kelurahan Tanamodindi. Data objek dan subjek pajak 

dikumpulkan melalui data historis SPPT yang sudah tercatat pada rentan waktu 

sebelumnya kemudian diolah melalui aplikasi Sipabeta dan didistribusikan ke 

masing-masing kecamatan lalu diverifikasi secara administratif di setiap kelurahan 

salah satunya ialah kelurahan Tanamodindi.  

4. Pemutakhiran 

Pada tahapan terakhir, data yang telah terinput dipastikan merupakan data yang 

valid, relevan dan dapat dia akses melalui aplikasi Sipabeta oleh institusi 

pemerintahan maupun masyarakat sipil. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan dalam 

meningkatkan efisiensi dan akurasi data wajib pajak memerlukan beberapa langkah 

yang disusun dengan baik. Proses ini dimulai dengan koordinasi awal dengan pihak 

kelurahan bagian seksi Keuangan, menyusun konsep kegiatan, dan mengumpulkan 

data melalui wawancara terkait kendala apa saja yang terjadi pada proses pengelolaan 

iuran pajak bumi dan bangunan. Setiap langkah memiliki tujuan khusus dan 

berfungsi untuk mencapai tujuan efisiensi pengelolaan data iuran wajib pajak. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 

 

Gambar 2 menunjukkan proses koordinasi antara fasilitator kegiatan bersama 

Lurah dan Sekretaris Lurah Tanamodindi. Proses koordinasi ini sangat penting karena 

menjadi wadah untuk menyalurkan aspirasi dan menjadi langkah awal untuk 

melaksanakan kegiatan Sistem Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Dalam 

Meningkatkan Efisiensi dan Akurasi Data Wajib Pajak. Koordinasi awal ini 

dimaksudkan untuk menyampaikan terkait rencana diadakannya sosialisasi dalam 

bentuk pendampingan dengan tujuan untuk meminimalisir beberapa kendala yang di 

alami pada proses pengelolaan dan penginputan data iuran wajib pajak bumi 

bangunan serta menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan. 

Dalam sistem pencatatan pajak bumi bangunan, masyarakat yang  membayar 

pajak diberikan surat yang didalamnya memuat keterangan bersifat administratif, dan 

digunakan sebagai dasar pembayaran PBB oleh wajib pajak. Dalam sistem 

administrasi, surat ini disebut SPPT. SPPT adalah singkatan dari Surat Pemberitahuan 

Pajak Terutang. Ini adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh kantor pajak kepada 

wajib pajak sebagai pemberitahuan besarnya pajak terutang atas suatu objek pajak 

dalam konteks Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). 



 

 

 

 

 

  

 Gambar 3 

Gambar 3 menunjukkan format surat SPPT dari salah satu warga 

kelurahan tanamodindi. Di dalamnya tercakup detail identitas wajib pajak 

berupa letak dan objek pajak (tanah dan/atau bangunan), nilai jual objek pajak 

(NJOP), besarnya pajak terutang, tahun pajak yang dikenakan dan tanggal jatuh 

tempo pembayaran. 

 

 

 

 

 

   

 

Gambar 4 



Gambar 4. Pada tahap ini merupakan proses percobaan penginputan bersama staff seksi 

keuangan kelurahan Tanamodindi terkait data iuran pajak bumi bangunan. Adapun 

tahapan yang dilakukan yakni menginput data pembayaran wajib pajak dan dilaporkan 

kembali dengan jumlah pembayar wajib pajak di hari tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 5 
Gambar 5 menunjukkan proses pengecekan data oleh fasilitator yang telah di input oleh 

staff seksi keuangan kelurahan Tanamodindi. Proses ini penting dilakukan untuk 

memastikan proses pengelolaan data iuran pajak bumi bangunan tidak keliru sebelum 

di cetak kembali dalam buku daftar himpunan ketetapan pajak dan pembayaran 

(DHKP). 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 6 

Gambar 6 menunjukkan format buku DHKP dan rincian data di dalamnya yang 



merupakan hasil penginputan dari bentuk format SPPT wajib pajak sebelumnya. 

Buku Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran PBB adalah dokumen atau 

buku administrasi yang digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya di bidang 

perpajakan. Beberapa fungsi dari pencacatan DHKP ini yaitu sebagai alat monitoring 

penerimaan PBB,  dasar evaluasi kinerja pemungutan pajak dan juga di fungsikan 

sebagai arsip data perpajakan yang sah dan dapat digunakan dalam audit atau 

pemeriksaan. 

 

 Berikut ini adalah hasil terealisasinya tahapan – tahapan sosialisasi sistem 

pengelolaan pajak bumi dan bangunan dalam meningkatkan efisiensi dan akurasi data 

wajib pajak di kelurahan Tanamodindi. 

1. Perancangan 

 Proses perancangan sistem pengelolaan data ini dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi dan merencanakan bagian mendasar yang dilakukan untuk 

menunjang tahapan ini berjalan sebagaimana mestinya. Hasil yang diperoleh 

tergolong baik karena terlaksana sesuai dengan harapan dan tujuan yang dimaksud. 

Hal ini terlihat dari respon aparat kelurahan tanamodindi yang aktif bertukar pendapat 

terkait model yang menguraikan keunggulan serta kekurangan dari adanya sistem 

pengelolaan iuran pajak bumi bangunan jika dikelola baik secara manual ataupun 

secara pemograman berbasis aplikasi. 

2. Pendefinisian 

 Dalam proses menyelaraskan konsep TI yang diterapkan pada sistematis 

pengelolaan aplikasi menggunakan Sipabeta merupakan tanggung jawab fasilitator. 

Aparat kelurahan tanamodindi dibimbing dalam segi pemahaman terkait sejauh mana 

penggunaan Sipabeta ini dapat memudahkan proses pengelolaan data iuran pajak 

bumi bangunan termaksud rangkaian penginputan nya mulai dari draft SPPT 

kemudian dibukukan menjadi DHKP dan juga terinput ke model aplikasi Sipabeta. 

Hasil yang diperoleh baik, aparat kelurahan tanamodindi terbilang aktif untuk 

mengemukakan pemahaman mereka dan seringkali menyoroti perbandingan antara 



kesulitan mencatat manual yang lumayan menyita waktu dengan kecanggihan 

penerapan TI yang mempermudah dari segi perhitungan yang lebih akurat. Hal ini 

menandakan bahwa aparat kelurahan tanamodindi dikatakan paham dengan tujuan 

serta fungsi dari hadirnya aplikasi Sipabeta yang diharapkan dapat difungsikan secara 

efektif. 

3. Pengelolaan 

 Pendampingan yang dilakukan dalam tahap pengelolaan sistem iuran pajak 

bumi bangunan diharapkan menjadi tombak perubahan sebagai solusi dari 

pemasalahan yang terjadi. Hasil dari sosialisasi pendampingan ini mampu mengatasi 

kesalahan dan kekeliruan pada model pengelolaan secara manual, aparat kelurahan 

tanamodindi melalui Seksi Keuangan sebagai pemegang wewenang dan tanggung 

jawab terkait iuran PBB masyarakat mengakui bahwa perolehan data jauh lebih 

akurat melalui perhitungan dari pengelolaan berbasis aplikasi menggunakan Sipabeta. 

Disamping data yang dihasilkan lebih akurat, pengelolaan segi perhitungan jumlah 

pembayaran iuran PBB dari masyarakat juga efisien dan lebih terminimalisir, serta 

alur koordinasi ke pihak kecamatan juga menjadi efektif karena aplikasi tesebut bisa 

di akses oleh institut pemerintahan sampai ke masyarakat sipil kota Palu. 

4. Pemutakhiran 

 Data yang telah di input melalui Sipabeta diharapkan mampu menjadi sumber 

informasi iuran PBB kepada pihak kecamatan. Hasil dari pemutakhiran data sejauh 

ini dinilai baik. Tingkat kefektifan data telah dikatakan kredibel sehingga pihak 

lembaga kelurahan juga menyatakan bahwa pengelolaan data berbasis aplikasi sangat 

menunjang efisiensi data yang dikelola tidak hanya dalam internal kelurahan saja 

tetapi sampai pada elemen-elemen lain yang tersinkronisasi dalam alur koordinasi 

pengelolaan pajak tersebut. Pada tahapan terakhir, data yang telah terinput dipastikan 

merupakan data yang valid, relevan dan dapat dia akses oleh institusi pemerintahan. 

 Pada proses pelaksanaan sosialisasi, aparat kelurahan diberikan pemahaman 

terkait proses pengelolaan data yang dilakukan dalam 3 (tiga) langkah dengan skema 

sederhana yaitu SPPT – DHKP – SIPABETA. Proses pengelolaan data iuran PBB 



dalam sistem digital kelurahan, khususnya melalui aplikasi Sipabeta, melibatkan 

serangkaian alur input data yang diawali dari dokumen manual dan berakhir pada 

sistem digital terintegrasi. Berikut penjabaran tiap tahapannya: 

1. Melakukan proses penginputan data awal menggunakan draft SPPT (Surat 

Pemberitahuan Pajak Terutang) yang dilakukan  oleh staf keuangan kelurahan 

yang diterima dari Bapenda atau pihak terkait. Kemudian melakukan 

verifikasi awal terhadap data identitas wajib pajak dan objek pajak. 

Selanjutnya data dikompilasi secara manual atau ke dalam format Excel 

sebagai tahap awal penginputan. 

2. Data dari SPPT yang telah dikompilasi disusun menjadi draft DHKP. DHKP 

mencakup kode wilayah, nomor urut NOP, dan total ketetapan pajak per zona. 

Draft DHKP digunakan sebagai acuan untuk validasi massal terhadap seluruh 

SPPT yang masuk. Validasi bertujuan menghindari duplikasi data, kesalahan 

entri NOP, atau nilai PBB yang tidak sinkron. 

3. Sistem model aplikasi Sipabeta berbasis digital, dikembangkan untuk 

memfasilitasi entri, monitoring, dan pelaporan data PBB di lingkungan 

kelurahan secara terintegrasi. Tahapan pertama untuk memulai aksesi di awali 

dengan login ke sistem SIPABETA menggunakan akun kelurahan. Masuk ke 

menu “Input SPPT”. Kolom input meliputi Nomor; Nama Wajib Pajak; 

Alamat; Luas tanah/bangunan; Nilai NJOP; dan Ketetapan PBB. Sistem 

secara otomatis melakukan validasi internal terhadap duplikasi NOP lalu 

penyesuaian tarif dan zona pajak selanjutnya pemetaan wilayah berbasis 

RT/RW atau blok tempat tinggal.. Setelah input berhasil, sistem akan 

menampilkan daftar wajib pajak beserta status iurannya (Lunas/Belum 

Lunas), dan menyusun laporan rekapitulatif per wilayah. 

4. Hasil input SIPABETA dapat digunakan untuk menyusun laporan bulanan 

realisasi penerimaan PBB, mendeteksi wilayah atau wajib pajak yang belum 

melunasi dan menyediakan data yang siap dikirim kembali ke Bapenda. 



PEMBAHASAN 

 Berdasarkan hasil dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa 

terlaksananya sosialisasi tersebut berdampak positif bagi kinerja aparat kelurahan 

Tanamodindi. Terlihat dari proses pengelolaan data yang cenderung mengalami 

kekeliruan dengan beberapa tahapan yaitu penginputan secara manual, kemudian 

penginputan pada ms.excel, terbukti dapat diminimalisir ketika menggunakan sistem 

aplikasi terintegritas yaitu Sipabeta. Berangkat dari adanya pendampingan yang 

konsisten, pendampingan ini berhasil memuat data yang selaras dengan data 

semestinya, lebih kredibel serta mengefisiensikan waktu penginputan tanpa 

mengalami kendala pada saat perhitungan data. Menurut (Astrini., 2021) Pelaksanaan 

adalah suatu tindakan atau pelaksanaaan dari sebuah rencana yang sudah disusun 

secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan 

sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. 

Relevansi yang terkait pada sosialisasi yang dilakukan oleh fasilitator terhadap sistem 

pengelolaan data iuran wajib pajak memiliki tingkat keberhasilan yang di dukung 

oleh beberapa faktor, seperti : 

1. Implementasi Kognitif 

 Melirik teori kognitif yang merupakan stimulus suatu objek fisik yang 

mempengaruhi seseorang dalam berbagai cara dan mampu menentukan perilaku 

seseorang. Teori kognitif yang dikemukakan oleh Greenwald (1968) dan Petty, 

Ostrom & Brack (1981) dalam Baron & Byme (1991) memusatkan perhatiannya pada 

analisis respons kognitif, yaitu “Suatu usaha untuk memahami apa yang difikirkan 

orang sewaktu mereka dihadapkan pada stimulus persuasive, dan bagaimana fikiran 

serta proses kognitif menetukan apakah mereka mengalami perubahan sikap & sejauh 

mana perubahan itu terjadi” (Samsudin & Muslihudin, 2018). Sosialisasi pengelolaan 

pada sistem iuran wajib pajak yang dilakukan mengimplementasikan pendekatan 

secara kognitif dengan tujuan agar aparat dapat mengungkapkan kendala apa yang 

dialami selama proses menginput data iuran wajib pajak hingga solusi yang 

didapatkan untuk menetralisir kendala yang ada. 



2. Pengadaan sarana & prasaran yang menunjang 

 Dalam tahap sosialisasi yang dilaksanakan, diperlukan adanya fasilitas yang 

menunjang salah satunya adalah teknologi komputer dan jaringan. Keduanya 

merupakan media yang sangat penting karena merupakan bagian utama dalam proses 

pengelolaan data agar lebih efisien. 

3. Penerapan materi bersifat kontemplatif 

 Kontemplatif merupakan sebuah metode yang memungkinkan manusia untuk 

merenung dan menggunakan kemampuan berpikir yang dimiliki dalam proses 

pengamatan dan penafsiran sebuah objek. Faktor tersebut menyebabkan kemampuan 

berpikir dan adaptasi dari setiap individu berbeda dan dapat berpengaruh terhadap 

proses penyerapan informasi (Kemalasari et al, 2021). Hal ini juga sangat dibutuhkan 

dalam proses sosialisasi yang dilaksanakan, mengingat modul pembahasan yang 

diterapkan terkait proses pengelolaan data iuran wajib pajak akan terus diterapkan 

jangka panjang agar data tersebut akurat dan efisien. 

 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil pelaksanaan yang dilakukan, sejalan dengan proses 

pengelolaan menggunakan aplikasi Sipabeta maka dapat dinyatakan bahwa 

pengelolaan pajak bumi bangunan dilakukan dengan 3 tahapan di kelurahan 

Tanamodindi. Dilihat dari segi penginputan sudah berjalan dengan baik karena semua 

persyaratan perpajakan di input ke dalam sistem yang bisa diakses secara online 

hanya dengan satu aplikasi. Berkenaan dengan waktu dalam menginput persayaratan 

pemungutan pajak sudah sesuai dengan perencanaan SOP. Hasil ini mengacu pada 

proses sosialisasi dan pendampingan yang mengimplementasikan model aplikasi 

Sipabeta ke dalam sistem pengelolaan iuran pajak bumi bangunan dan hal tersebut 

telah diterapkan di kelurahan Tanamodindi karena dinilai sangat membantu guna 

mengefisienskan proses pengelolaan, sinkronisasi data terbaru serta mengurangi 

angka kekeliruan data yang terjadi. 

 Sosialisasi dalam bentuk pendampingan yang dilakukan berjalan lancar. 



Aparat kelurahan terbantu dengan adanya tahap pembinaan terkait pengelolaan data 

iuran wajib pajak. Keaktifan staf kelurahan yang menjadi partisipan dalam sosialisasi 

tersebut juga dapat terlihat dari cara diskusi yang komprehensif serta terfokus pada 

matriks pelaksanaan yang mudah dipahami. 
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